LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 200s
TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KOTA CIREBCN
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON.

Menimbang : a  bahwa sehubungan dengan t2lah
berakhirnya Pelaksznaan Anggaran
Pendapatan dan Belznja Daerah Kota
Cirebon Tahun Angcaran 2005, maka
Gipandang periu meryusun Sica
Perhitungan Anggarar Pendapatan dan
Belanja Daerah Koz Cirebon  Tzhun

Anggaran 2005

b. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapzatan dan Belania Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf 2 di
atas perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Cirebon:




Mengingat

1.

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungzn Propinsi Jawa
Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewsz

‘Yogyakarta (Lembaran Negars Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia .
Nomor 551): €,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiz. Nomor
3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undzng Republik indonesia Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569} .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pzjak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Noror 41, Tambahan
Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telar diubah dengan
Undang-Undzng Republik indonesia Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 260C Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomeor 4048).

Undang-Undang Republik indonesia Nomor
21 Tahun 1597 tentang Bez Perolehan Haok
Alas Tanzh an Bangunan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tzhun
1997 Nomor 44, Tamtahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3588);



L

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomcr 28  Tahun 1989  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negarz Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nemeor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tzhun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208,
Tambzhar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3852):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tzhun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negarz Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembsran Negarza Republik Indonesia
Nomcr 4286);

Undang-Undang Republik indonesia Nomor
22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Keducukan Majelis Permusyawaran Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwzkilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun - 2003 Nomor 92
Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4310);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2004 t{entang Perbendaharaan
Negara {Lembaran iNegara PRepublik
Indonesia Tahun 2004 Normor &, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
F’erundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Megarzs Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik indoriesia Nomor 4437)..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Neomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahzan Lembaran Negara
Republik  !ndonesia Nomor 3098}, berikut
perubahan-perubahannya:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dar Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 3952);




16.

17.
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Peraturan Pemerintah “Republik Indonesia

_'Nnmor 108 Tahun 2000 tentang Tata Carg

Pertanggungjawahan Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027);

Dzerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028)

Peraturan Pemerintah Republik Inconesia
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2001 tentang Re:ribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41 35,
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 entang Kedudukan
Protokoler gan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daergh
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun
2004 Nomor s0. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2005  tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Repubik Inconasia Tahun Z0os5 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 54 Tanun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Repubiix Indonesia Tahun
2005 Nomor 1368, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenzsia Nomor 4374);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan iLembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4575).

Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia
Nomor 38 Tzhun 2005 tentang Pengelclaan
Keuangan Dzarah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578).




25.

28.

Peraturan Mznteri Dalam Negeri Repuolik
Indonesia Nemor 8 Tahun 1878 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
kepada Dae-zh: :

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Reputlik

Indonesia Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisas.an
Anggaran Psndapatan dan Belanja Daerzh
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara:

Peraturan Msanteri Dalam Negeri Republik -
Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 teniang
Pengurusar  Pendapatan Daerah Hazsil
Pajak Bumi 3an Bangunan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repuolik
Indonesia Nomor 51 Tahun 1985 tentang
Petunjuk Pzngelolaan Pendapatan Daarah
Hasil Pajak Sumi dan Bangunan:

Peraturan “!snteri Dalam Negeri Rep_zlik
indonesia Nomor 5 Tahun 1997 teniang
Tuntutan Fzrbendaharaan dan Tunt.:an
Ganti Rugi Ksuangan dan Barang Daerzh

Peraturan 'lenteri Dalam Negeri Rep.olik
Indonesia Nomor 143 Tzhun 1998 ten:ang
Pedoman Penyusunan Fokok-pexok
Reformasi Pembangunan Daerah: :

Peraturan 'lenteri Dalam Negeri Rep.olik
Indonesia Nomor 570-380 tentang Program
Pembinaan Anggaran  Daerah  dan
Pengendal:zn Kredit Anggaran:;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 152 Tahun 2004 :2ntang Pedoman Pengelolaan
Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan,’
Pertanggungjawaban can Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanjz Daerah, Pelzksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomeor 4 Tahuna 2002
tentang Pengelolaan Barang Daerzh (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tznun 2002 Nomer 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2); '

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2004
tentang Rencana Strategis Kota Cirebon Tahun 2003 -
2008 (Lembaran Daerzsh Kota Cirebon Tahun 20104
Nomor 1);

Peraturar Daerah Kotz Cirebon Nomor 2 Tahun 20104
tentang Pokok-pokok Pzngelolaan Keuangan Daerzh
Kota Cirecon (Lembarzn Daerah Kotz Cirebon Tahun
2004 Nomor 2, Tamtzhan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangian
Pimpinan dan Anggoiz Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerzh Kota Cirebion
Tahun 2004 Nomor 52 Tambahan' Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 1), sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Dzsrah Kota Cirebon Nomor 1
Tahun 2005 {Lembaran Daerah Kota Cirebon Tatun
2006 Nomor 1, Tambzhan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 5);




Menetapkan -

38.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1
Tahun 2005 tentang Penstapan Anggaran
Pendapatan -dan Belania Daerah Kota
Cirebon Tahun Anggaran 2005 (Lembaran
Daerah Kotz Cirebon Tahun 2005 Nomor 1);

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7

Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cirebon Tahun Anggaran 2005 (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2005
Nomor 39):

Peraturan Daerah Kotz Cirebon Nomor 2
Tahun 2008 tentang Dana Cadangan
Pemerintah  Kota Cirgbon  (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 2,
(Tambahan Lembaran Dzzrah Kotz Cirebon
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersamsz

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KCTA CIREBON

Dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

CIREBON TAHUN ANGGARAN 2005,
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Pasal 1

Realisasi Anggaran Penddpatan dan Belanja Daerah Kota Cireb
Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan ....... Rp. 269.€92.158.454,00
b. Belanja.............. Rp. 247.730648.923.00
SUIPIISRGENSIL ... ..vivvmmmisasss Rp. 21.561.509.531.

¢. Pembiayaan
- Penerimaan ... Rp. 14.848.392.260.00
- Pengeluarar .. Rp. __ 36.809.901.791.00

Surplus/defisit ........................... Rp. (27 961.509.531.(

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan szjumlah
Ro 12.982.521.887,05 dengan rincian sebags: berikut :

&. Anggaran pendapatan setelah

PRIVDBNAIN ...oosnnmmiiiamis i Tk 255, 109.636.566.5
Erealiamsi .. s Rp. 26£592.158.454.C
Selisih lebih / (kurang) ......... ... Rp. 12.982.521.887.0

Selisih anggaran dengan realisas) belanja ss:umlah
Rp. 20.882.302.484 47 dengan rincian sebags: terikut :

2. Anggaran belanja setelah

penliahan Dl ibinand R Rp. 258.612.951.407 4
g AR Yy FCO Se SRy Rp. 247 730.648.923.0
Selisih lebih / (kurang) ................... Rp. 20.882.302.484.4
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(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 33.864.824.371 32 dengan rincian sebagai berikut :
a. surplus/devisit sstelah

perubshan ... 0 0 L Rp (11.903.314.840,52)
b. Realisasi ....... S L 21.961.509.531.00
Selisih lebih / (kurang) ... Re. 33,864 624,371,52

(4) Selisih anggaran de~gan realisasi sembiayaan sejumlah
Rp. 203.017.619,48 dengan rincian sebagai berikut :
a. renerirnaan

1) Setelah peruzzhan ........ Rp. 14.645.374.640,52
< Reahsasi .. .. i Ro. 14.848.392.250,00
Selisih lebik  ‘kurang) ... Ro. 203.017.619,48

b. Pengeluaran
1) Setelah peruzshan ........ Rp 2,742.059.800,00
2} Realisasi Gk Ra 36.809.601.7921,00

Selisih lebih  (kurang) ... R> 34,067 84199100

-

Pasal 32

Perhitungan Anggarar Pendapatan zan Belanja Dzerah Tahun
2005 telah diaudit ole~ Badan Pemrzriksa Keuangan Republik
Indonesia di Bandung zengan Nomc- 03/XIV-1I-XIV 11.2/06/2006
Perihal Hasil Pemerikszan atas Lapc-2n Keuangan Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2003 :anggal 15 J_ni 2006 dengzn Pendapat
Wajar Dengan Pe-zecualian (Cualified Opinion), yang
mencerminkan posis: sisa lebih perhitungan Anggaran 2005
(SILPA) sebesar Rp. 32 236.985 552 20 terdiri:

a. Saldo Bank Jawa Bzrat

per 31 Desember 2205 ............... Rp. 33.868.450.392,00
b Saldo Akhir Unit Swadana ......... Rp. 344.391.663,00
c. Saido Tahun Berija'zn (Sisa !UDP:Rp. 24.133.497.00

Untuk Saldo Urnit Swadana sesuzi ketentuan Perundang-
undangan digunakan angsung unt.k Pelayanan Operasional
Rumah Sakit Umum Dzerah Unit Swz3dana Gunung Jati.

Bl -
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Pasal 4

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dar
Belanja Daerah sebagzaimana dimaksud dalam Paszl 1, posisi
keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2205 yang
dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

8. JumiahAktiva ... ...~ Rp. 1.?45.092.54?.843.85
b. Jumizh Utang ........ SR Rp. 5.454.758.885,85
C. Jumizh Ekuitas Dana ... ... Rp. L?SE.ES?.FSE.SEE.G‘:

dituangkan  dalam laporan iiran Kas  sejumlaf

Rp. 33.858.460.392 0C dengan rincian sebagai beriky: -

a. Salde Kas 1 Januari 2004 ... Rp. 14.848.392.260.00

0. Jumlzn cenerimaan R s Rp. 254,498 374.531.00
Rp. 269347 756.791,00

C. Jumlzh pengeluaran kas ... Ro. 235.47S 396,399 00

d. Saldc Kas 31 Desember 2005 . Rp. 33.868.450.392.00
Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerar dijelaskan
lebih lanjut ¢alam Lampiran Peraturan Daerah inj, yaitu -

1. Lampiran | . Laporan Perhitungan Anggaran Pzndapatan
dan Belanja Daerah
1 2. Lampiran | - Nota Perhitungan Anggaran Pendzpatan dan
| Belanja Daerah
'3 Lampiran ||| - Laporan Aliran Kas

4. Lampiran v  Neraca Daerah
Pasal g

mpiran-lampiran sebzgaimana dimaksud dalam Pasal 4
Merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacz tanggal diuncaﬁgkan_

Agar setiap orang mengetahuinya, mzmerintahkan cengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pener—patannya daizm Lembaran
Daerah Kota Cirebon.

Disahkarn 4di Cirebon
pada tanczal 22 Agust::= 2006

V/ALIKOTA CIRZ3B0N,
ttd,
SUBARZD|

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 23 Lgzstus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ANO EUTRIS

BARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 4



